


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Landasan Teori
2.1.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan untukmengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. MenurutLaudon (2020) menyatakan bahwa sistem informasi didefinisikan sebagai kombinasi antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen.
Stair  dan Reynolds(2021)menambahkan bahwa sistem informasi juga memiliki fungsi penting dalam mengelola data menjadi informasi yang bernilai, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif.
Dalam konteks adopsi teknologi, aksesibilitas menjadi salah satu faktor penting. Menurut Davis dalam Pranoto & Setianegara (2020) persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan aksesibilitas menentukan sejauh mana pengguna bersedia mengadopsi sistem baru. Venkatesh dalam Onibala et al., (2021) melalui model UTAUT2 juga menekankan bahwa aksesibilitas sistem memengaruhi niat perilaku (behavioral intention) dan penggunaan aktual suatu sistem. Oleh karena itu, penerapan SIPD harus memastikan bahwa sistem dapat diakses secara mudah, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pegawai pemerintah daerah.

2.1.2 Pemerintah Daerah
Pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tugas pemerintah daerah mencakup pengajuan rancangan peraturan daerah (perda), penetapan perda yang telah disetujui DPRD, pengajuan rancangan perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD, pembahasan bersama DPRD terkait rancangan perda APBD, pelaksanaan kewajiban daerah, serta mewakili daerah baik di dalam maupun di luar kerangka pemerintahan daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas pemerintahan suatu negara, yaitu sebagai berikut (Wurara et al., 2020) : 
a) Asas desentralisasi
Asas desantralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.
b) Asas dekonsentrasi 
Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tetap mejadi tanggung jawab pemerintah pusat, mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi- instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.
c) Asas tugas pembantuan 
Asas tugas pembantuan adalah menyangkut kekuasaan pemerintah pusat mengenai penentuan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan yang tetap ditangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya adalah perangkat daerah. Tugas pembantuan tidak diatur dalam UUD 1945, namun dalam praktik.


2.1.3 SistemInformasi PemerintahanDaerah (SIPD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.70 Tahun 2019), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPDdibuatdandikembangkangunamenghasilkanlayananinformasiPemerintah Daerah yang terintegrasi berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementrian Dalam Negeri.
Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), diharapkan informasi yang disajikan dapat lebih akurat dan tepat waktu, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. MenurutUndang UndangNomor 23 Tahun 2014)tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel, yang menjadi salah satu dasar penting bagi pengembangan SIPD (Fatmawati, 2021).
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan. Melalui sistem yang saling terintegrasi, pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Implementasi ini juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembenahan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang optimal diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan keuangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, menurut Vitriana(2022)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dalam pengelolaan data keuangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, informasi dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Namun, keberhasilan SIPD tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dukungan manajemen. Marjulin(2024) mengungkapkan dukungan manajemen sangat penting bagi pelaksanaan sistem informasi yang memerlukan sumber daya terutama sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu dukungan manajemen harus didorong oleh keinginan yang kuat untuk meningkatkan pemahaman pengguna SIPD. Point penting dukungan manajemen adalah proses pengembangan. dan menentukan keputusan untuk peningkatan proses, keinginan organisasi untuk berubah dan perubahan yang persentance.
Dengan demikian, peran pimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi SIPD.

2.1.4 Ruang Lingkup SIPD
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat dikembangkan pemerintah daerah menjadi beberapa ruang lingkup sebagai berikut :
1. Informasi Pembangunan daerah
SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparasi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi :
1)	Perencanaan Anggaran Daerah
2)	Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
3)	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4)	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA (Peraturan Daerah), dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.
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Gambar 2.1 Sistem Informasi Pemerintah Daerah

2.1.5 KomponendanFiturSIPD
SistemInformasiPemerintahanDaerah(SIPD)merupakansistemnasional yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung seluruh tahapan proses pemerintahan daerah secara terintegrasi berbasis teknologi informasiPeraturanMenteriDalamNegeriRepublik IndonesiaNomor70 Tahun 2019.
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Gambar 2.2Halaman Log InSistem Informasi Pemerintah Daerah

Komponen utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencakup modul perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi kinerja, hingga pengelolaan aset dan kepegawaian.
Setiap komponen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilengkapi fitur-fitur digital yang memungkinkan sinkronisasidataantarorganisasiperangkatdaerah(OPD),mulaidaripenyusunan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD),penyusunan RencanaKerjadanAnggaran (RKA)dan AnggaranPendapatanBelanjaDaerah(APBD),hinggapelaporankeuanganberbasis akrual.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pemerintahan dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri PANRBNomor 823 Tahun 2023)yangmewajibkanseluruhinstansipemerintahan untuk menggunakannya dalam rangka interoperabilitas data dan efisiensi sistem pemerintahan.
Fitur SIPD mencerminkan kualitas sistem. DeLone & McLean dalam Ramadhan & Safitri(2021) menjelaskan bahwa system quality diukur melalui kemudahan untuk digunakan (ease of use), kemudahan untuk diakses (system flexibility), kecepatan akses (response time), dan ketahanan dari kerusakan (reliability). Fitur yang memadai akan mempercepat proses pelaporan keuangan dan meningkatkan akurasi data. Namun, fitur yang tidak optimal dapat menghambat efektivitas sistem. Oleh karena itu, evaluasi fitur dalam SIPD menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana sistem mendukung kebutuhan pemerintah daerah.

2.1.6 ManfaatSIPDbagiPemerintahanDaerah
Septiani & Isnawaty(2025) menyatakan bahwa sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pemerintahan daerah. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan kecepatan penyusunan laporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, data dapat diakses dan diproses dengan lebih cepat, sehingga laporan keuangan dapat disusun dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangandaerah yangmemerlukan ketepatanwaktudalampelaporan.
Selain itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berkontribusi dalam mengurangi kesalahan pencatatan.Denganadanyasistemotomatisasi,kemungkinanterjadinyakesalahan manusia dalam pencatatan data dapat diminimalisir. Sistem ini juga memungkinkanuntukmelakukanvalidasidatasecaraotomatis,sehinggainformasi yangdihasilkanlebihakuratdandapatdipercaya.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga mempermudah akses data bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasukmasyarakat. Dengantransparansi yangditawarkanoleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan keuangandaerah.Halinimendukungpengambilankeputusanyanglebihbaik,baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Namun manfaat ini hanya dapat tercapai jika pengguna memiliki pemahaman teknis yang memadai. Compeau dan Higgins dalam Nur Afiah (2023) menekankan computer self-efficacy (keyakinan individu dalam menggunakan teknologi) berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi publik. Apabila pegawai tidak memahami cara kerja sistem, maka fitur yang lengkap sekalipun tidak dapat dimanfaatkan optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan teknis merupakan bagian penting dari implementasi SIPD.

2.2   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan yang wajib disusun oleh entitas pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu periode anggaran. LKPD menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta perubahan ekuitas, yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Mahmudi (2021), LKPD yang disusun dengan basis akrual memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah, karena mampu mencatat seluruh transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas masuk atau keluar. Lebih lanjut, Elkagiani dan Wibowo(2021)menjelaskan bahwa penyusunan LKPD memiliki peran strategis dalam membangun persepsi publik terhadap integritas dan transparansi keuangan pemerintah daerah, serta berpengaruh terhadap indeks persepsi korupsi. Struktur dan isi LKPD telah diatur dalam peraturan pemerintah, meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Yalabi, 2021). Setiap komponen tersebut memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan.
Dalam implementasinya, perkembangan teknologi informasi seperti penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut mendorong efisiensi dan kualitas dalam proses penyusunan LKPD. Sistem ini membantu pemerintah daerah menyusun laporan yang lebih akurat, tepat waktu, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, LKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berfungsi sebagai pedoman bagi entitas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dalam mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, serta melaporkan transaksi keuangan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010)dan menjadi acuan utama dalam memastikan laporan keuangan pemerintah tersaji dengan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan konsisten. 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menggunakan dua jenis dasar pencatatan, yaitu basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh. Basis kas menuju akrual digunakan untuk mencatat arus masuk dan keluar kas secara langsung, sementara basis akrual mencatat semua transaksi, baik yang sudah maupun belum melibatkan kas. Dengan basis akrual, pemerintah bisa mengetahui jumlah utang, piutang, serta aset secara lebih rinci. Ini membantu dalam menyusun laporan yang lebih lengkap dan akurat. Bagi pemerintah daerah, penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat penting karena memungkinkan mereka menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah diaudit oleh lembaga pengawas seperti BPK.Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemerintah daerah dapat menyajikan laporan yang memuat informasi aset, kewajiban, dan ekuitas secara menyeluruh. Selain itu, SAP memuat ketentuan tentang penyajian laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Seluruh komponen ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyampaikan laporan yang memenuhi kaidah standar internasional dan kebutuhan pengguna laporan keuangan publik.
Dalam penelitian ini, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi landasan normatif untuk mengukur kualitas laporan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam. Keempat karakteristik utama dari laporan keuangan yang berkualitasrelevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensimerupakan cerminan dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu, penilaian terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana sistem tersebut mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara optimal di lingkungan pemerintah daerah.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan
2.3.1 PengertianKualitasLaporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada pengguna, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi adalah yang mampu menyajikan informasi yang tepat dan tepat waktu, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami keadaan keuangan suatu entitas dan membuat keputusan yang informasional. Menurut International Accounting Standards Board (IASB), informasi yang relevan dan dapat diandalkan adalah dasar untuk analisis yang tepat dan pengambilan keputusan yang berbasis data (Putri, 2023)
Pentingnya kualitas laporan keuangan tidak dapat diabaikan, terutama dalamkontekspemerintahandaerahyangmengelolasumberdayapublik.Laporan keuangan yang baik dapat membantu pemerintah dalam merencanakan anggaran, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi kinerja program. 
Selain itu, kualitas laporan keuangan juga berpengaruh pada reputasi dan kredibilitassuatu entitas.Entitas yangmemiliki laporankeuangan yangbaikakan lebihmudahmendapatkandukungandariberbagaipihak,termasukinvestordan donor. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas tinggi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2 Karakteristik Kriteria Kualitas Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah
Kualitaslaporankeuanganpemerintahsangatbergantungpadapemenuhan empat karakteristik utama, yaitu relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. MenurutStandar Akuntansi Pemerintahan 2025)karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
Pertama,relevansi Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu merekamengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya mengacupadasejauhmana informasi dalam laporan keuangan mampu memberikan nilai prediktif dan nilai umpan balik, serta tepat waktu untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. 
Kedua, andal (reliabilitas)Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan


Ketiga, dapat dibandingkan (komparabilitas) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
Terakhir, dapat dipahami (konsistensi) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
Keempat karakteristik ini tidak hanya membentuk fondasi dari laporan keuangan yang berkualitas tinggi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tatakelolapemerintahan yangbaik, yangsemakin diperkuat dengan digitalisasi melalui sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2.3.3 Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pengambilan Keputusan
Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki kontribusi penting terhadap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan informasi yang akurat dan relevan,pemerintahdaerahdapatmerencanakananggarandenganlebihefisiendan efektif. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Menurut penelitian olehAmalia(2023) pemerintah daerah yang memiliki laporan keuangan berkualitas tinggi cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan pembangunan .
Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Informasi yang akurat memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi kinerja program secara real-time. Ketika pemerintah dapat mengevaluasi kinerja dengan baik, mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Hal ini menciptakan siklus umpan balik yang positif dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya (Sijabat, 2024).
Terakhir, kualitas laporan keuangan juga terlihat dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Laporan keuangan yang baik memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan sumber daya publik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Penelitian oleh Lestari(2023) menunjukkan bahwa peningkatankualitaslaporankeuanganberkontribusipadapeningkatanpartisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

2.4 PenelitianTerdahulu

[bookmark: _Toc202719540]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Judul
NamadanTahunPeneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Cicalengka.

(Anjani  A.; Framesthi, D. B., 2024)
	Variabel Independen (X): SIPD,		Sistem Pengendalian Intern

Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Implementasi dan efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah penting dalammeningkatkankualitas
laporankeuangan.

	2
	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD)terhadapKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Siska Yulia Defitri(2022)

	Variabel Independen (X) :
SIPKD

Variabel Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan
	Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruhsignifikanterhadap kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah. ImplementasiSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerahyang efektif dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

	3
	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 

(Nasution, 2021)

	Variabel Independen (X):
Peneraapan SIPD

Variabel Dependen (Y): Hasil Penerapan SIPD
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kota Medan sudah berjalan namun masih menghadapi kendala teknis, seperti kesalahan input dan keterlambatan proses administrasi. SDM dan sarana prasarana dinilai cukup memadai, namun komunikasi antar unit perlu ditingkatkan. Meskipun sistem masih dalam tahap uji coba, lingkungan sosial dan politik yang kondusif mendukung implementasinya. Diperlukan bimbingan teknis dan perbaikan sistem agar SIPD dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

	4
	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan DaerahPemerintahProvinsiJambi dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi oleh Teknologi Informasi.

(Fitriani & Solikhin, 2023)
	Variabel Independen (X) :
Implementasi SIPD,
Pengelolaan Keuangan Daerah

Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan,

Variabel Moderator (Z): Teknologi Informasi
	ImplementasiSistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. Teknologiinformasimemoderasi	pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan.

	5
	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.


(Zubaidi D. Cahyono, A. Maharani(2020)
	Variabel Independen (X) : Kompetensi Sumber	Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel Dependen (Y):
Kualitas Laporan Keuangan
	Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan
keuangan.

	6
	The effect of implementing local government informationsystem on the quality of local government financial reportsmoderated by human resource competence.

(Karim, 2023)

	Variabel Independen (X) :
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Variabel Dependen (Y) :
Kualitas Laporan Keuangan

Variabel Moderator (Z) : Kompetensi SDM
	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan sistem yang efektif meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan.

	7
	Effect Of Human Resources Competence, The Use Of Information Technology, And Internal Control System Of The Quality Of Local Government Financial Reporting.


Daryanto ( 2020)
	Variabel Independen (X) :
Kompetensi SDM, Teknologi Informasi. Sistem Pengendalian Intern

Variabel Dependen (Y):
Kualitas Laporan Keuangan
	Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memastikan akurasi dan transparansi. Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan positif dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan laporan keuangan. Namun, sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa faktor lain seperti sumber daya manusia dan teknologi lebih berperan    dalam    proses pelaporan keuangan.
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Penelitian yang paing mendekati dengan judul skripsi ini adalah peneltian yang dilaukan oleh Irfan Nasution & Nurwani(2021) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. 
Kedua membahas topik yang sama yaitu, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam konteks tata kelola keuangan daerah dengan pendekatan deskriptif kualitatif.  menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data utama dan menyoroti persoalan teknis maupun kelembagaan yang muncul selama proses implementasi SIPD. Keduanya juga mengacu pada regulasi yang sama, yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai dasar hukum penerapan SIPD.
Perbedaan terlihat dari sudut pandang analisis, konteks wilayah, dan pendekatan teori yang digunakan. Kajian yang dilakukan di BKPSDM Kota Subulussalam menyoroti bagaimana SIPD dimanfaatkan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan empat karakteristik utama dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. Sementara itu, kajian di BPKAD Kota Medan lebih menitikberatkan pada proses implementasi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator, seperti standar kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antarorganisasi. Secara geografis, Subulussalam mewakili daerah dengan keterbatasan fasilitas dan transisi digital, sedangkan Medan menggambarkan wilayah perkotaan dengan infrastruktur yang lebih matang dan dukungan organisasi yang lebih terstruktur.
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2.5 KerangkaBerpikir
Kerangkaberpikirakanmenggambarkanhubunganantaravariabel-variabel yangditeliti,termasukbagaimanaSistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempengaruhikualitaslaporankeuangan di pemerintahan daerah.
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Gambar 2.3 KerangkaBerpikir Penelitian

Tahapan awal dalam kerangka berpikir ini dimulai dari analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mencakup pengamatan mengenai sejauh mana sistem tersebut telah diterapkan pada proses penyusunan laporan keuangan daerah. Selanjutnya, kerangka ini menyoroti aspek aspek yang menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yakni tingkat aksesibilitas sistem, kelengkapan fitur yang tersedia dalam aplikasi SIPD, tingkat pemahaman teknis dari para pengguna sistem, serta dukungan manajemen dalam mendukung keberlanjutan implementasi sistem tersebut di lingkungan instansi.
Aspek-aspek tersebut dipandang sebagai komponen yang dapat mempengaruhi efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mendukung proses pelaporan keuangan. Apabila keempat komponen tersebut diimplementasikan dengan baik, maka diharapkan akan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Adapun kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini diukur berdasarkan empat karakteristik utama sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. Keempat karakteristik tersebut menjadi tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang berguna, dapat dipercaya, dapat dibandingkan antarperiode, serta disusun secara konsisten sesuai standar yang berlaku.
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[bookmark: _GoBack]Dengan demikian, kerangka berpikir ini memberikan landasan teoritis yang menjelaskan keterkaitan logis antara penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, serta menunjukkan arah hubungan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.
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